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BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2

2017

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Menimbang

WALIKOTA SUKABUMI,

a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan belanja

anggaran DPRD dan untuk mendukung
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Sukabumi, maka standar satuan
harga tertinggi tunjangan kesejahteraan dan
belanja penunjang kegiatan yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan
Kesejahteraan dan  Belanja Penunjang
Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor
30 Tahun 2015 perlu dubah dan disesuaikan
kembali;



Mengingat
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b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sesuai

hasil rapat internal Badan Anggaran DPRD Kota
Sukabumi tanggal 13 Oktober 2016, Surat Wakil
Ketua DPRD Kota Sukabumi Nomor
90/615a/DPRD tanggal 14 Oktober 2016 perihal
Permohonan Penyesuaian Standar Satuan Harga
Perjalanan Dinas DPRD, dan Surat Nomor
900/617a/DPRD tanggal 17 Oktober 2016
perihal Permohonan Penyesuaian Standar
Satuan Harga Honorarium Tenaga Ahli Fraksi
Sekretariat DPRD, maka  perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Satuan
Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan
Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang ......
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3584);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan .......
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 Seri E - 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Nomor 36);

Memperhatikan ......
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: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran,
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,

3. Risalah hasil rapat internal Badan Anggaran
DPRD Kota Sukabumi tanggal 13 Oktober 2016;

4. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Nomor 90/615a/DPRD tanggal 14 Oktober
2016 perihal Permohonan Penyesuaian Standar
Satuan Harga Perjalanan Dinas DPRD;

5. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Nomor 900/617a/DPRD tanggal 17 Oktober
2016 perihal Permohonan Penyesuaian Standar
Satuan Harga Honorarium Tenaga Ahli Fraksi
Sekretariat DPRD;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR

SATUAN HARGA  TERTINGGI TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SUKABUMI.
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BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kota Sukabumi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Sukabumi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua
DPRD Kota Sukabumi.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota
Sukabumi.

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah sebagai
unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

9. Sekretaris .......
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11.

12.

(1)

Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kota
Sukabumi.

Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD,
Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran,
Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan
Kehormatan, dan Panitia Khusus.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
disediakan berupa pemberian jaminan
pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah
jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya,
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta
rumah dinas bagi Anggota DPRD dan
perlengkapannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

BAB II
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 2
Jaminan  pemeliharaan  kesehatan  meliputi
peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan
kesehatan termasuk general check up 1 (satu) kali

dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Jaminan .......



(2)

(1)
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Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam
bentuk pembayaran premi asuransi kepada
lembaga asuransi sesuai peraturan perundang-
undangan, yang besarnya paling tinggi sama
dengan premi asuransi Walikota sesuai dengan
manfaat yang diberikan oleh lembaga asuransi dan
kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas
Pasal 3

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian
dinas beserta atributnya sebagai berikut:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun paling tinggi @ Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun paling tinggi Rp
1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah);

c. pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu)
pasang dalam 5 (lima) tahun paling tinggi Rp
2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

d. pakaian dinas harian lengan panjang
disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
tahun paling tinggi Rp 750.000,00 (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah).

Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diproses melalui mekanisme
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.



(1)
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Bagian Ketiga
Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
Pasal 4

Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1
(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD
beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan berupa wuang sebagai
berikut:

a. Ketua sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas
juta rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua sebesar Rp 15.500.000,00 (lima
belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang per
bulan.

Pimpinan DPRD yang menerima tunjangan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 5

Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1
(satu) unit kendaraan dinas jabatan.



(2)
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Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. servis setiap 1 (satu) bulan sekali;

b. penggantian suku cadang disesuaikan dengan
kebutuhan dan anggaran yang tersedia dalam
APBD;

c. pengadaan ban dan accu 1 (satu) kali setahun;
dan

d. bahan bakar minyak untuk operasional dalam
Daerah dengan jenis pertamax paling banyak
10 (sepuluh) liter per hari per orang yang
dibuktikan dengan nota pembelian atau bon
pertamax.

Bagian Kelima
Rumah Dinas Anggota DPRD
Pasal 6

Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1
(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan berupa uang sebesar Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang
per bulan.

Anggota DPRD yang menerima tunjangan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan
yang berlaku.

BABIII .......
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BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan
untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan
wewenang DPRD yang disusun berdasarkan
rencana kerja dan pakta integritas yang ditetapkan
Pimpinan DPRD.

Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa:

a. rapat-rapat;

b. kunjungan kerja;

c. penyiapan rancangan peraturan Daerah dan
pengkajian atau penelaahan peraturan Daerah;

d. orientasi dan pendalaman tugas; dan/atau

e. koordinasi dan konsultasi kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas
Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka
pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dapat melakukan
perjalanan dinas.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari perjalanan dinas dalam dan luar
Daerah.

Pasal 9 .......
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Pasal 9

Setiap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8§,
dilaksanakan sesuai dengan surat tugas yang
ditandatangani oleh Ketua DPRD dengan terlebih
dahulu diparaf koordinasi oleh salah satu Wakil
Ketua DPRD.

Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, surat tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak
melaksanakan surat tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris DPRD
berwenang untuk menangguhkan atau tidak
menyetujui pembayaran biaya perjalanan dinas.

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan
perjalanan dinas wajib membuat laporan
pelaksanaan kegiatan kepada Ketua DPRD.

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban
keuangan Sekretariat DPRD.

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan
perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan biaya
perjalanan dinas paling tinggi Rp 110.000,00 per
orang per hari.

Pasal 12 .......
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Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan

perjalanan  dinas

luar

Daerah

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan biaya
perjalanan dinas berupa:

a. uang harian yang terdiri dari uang saku, uang
makan, dan transpor lokal;

b. uang representasi;

c. biaya transpor ke daerah tujuan;

d. biaya penginapan.

(2) Besaran wuang harian dan uang representasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, diberikan secara lumpsum.

(3) Biaya transportasi ke daerah tujuan dan biaya

penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d dibayarkan secara riil atau at

cost.

Pasal 13

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a, dengan perincian sebagai

berikut:

a. di dalam Provinsi Jawa Barat:

Kabupaten/Kota Alokasi Biaya (Rp) Jumlah
No Tujuan Uang Saku Uang Transpor (Rp)
Makan Lokal

1 2 3 4 5 6

1 Kab. Cianjur 300.000,00| 175.000,00, 75.000,00 550.000,00
2 [Kab. Sukabumi 300.000,00 175.000,00, 75.000,00 550.000,00
3 [Kota Bandung 500.000,00 175.000,00] 125.000,00 800.000,00
4 [Kab. Bandung 500.000,00 175.000,00 125.000,00 800.000,00
5 [Kab. Bandung Barat| 500.000,00 175.000,00/ 125.000,00 800.000,00
6 [Kota Cimahi 500.000,00 175.000,00] 125.000,00 800.000,00




C.
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1 2 3 4 ) 6
7 [Kota Bogor 350.000,00 225.000,00, 150.000,00 725.000,00
8 [Kab. Bogor 350.000,00/ 225.000,00, 150.000,00 725.000,00
9 [Kota Depok 350.000,00 225.000,00[ 150.000,00[ 725.000,00
10 [Kab. Purwakarta 400.000,00 175.000,00 125.000,00[ 700.000,00
11 Kab. Sumedang 450.000,00 175.000,00, 125.000,00 750.000,00
12 Kab. Subang 450.000,00 175.000,00, 125.000,00 750.000,00
13 [Kota Bekasi 400.000,00 225.000,00, 150.000,00 775.000,00
14 [Kab. Bekasi 400.000,00 225.000,00 150.000,00[ 775.000,00
15[Kab. Garut 450.000,00 175.000,00[ 125.000,00[ 750.000,00
16 Kab. Karawang 400.000,00 175.000,00, 125.000,00 700.000,00
17 Kab. Majalengka 450.000,00 175.000,00, 125.000,00 750.000,00
18 [Kota Tasikmalaya 450.000,00 175.000,00 125.000,00[ 750.000,00
19 [Kab. Tasikmalaya 450.000,00 175.000,00 125.000,00[ 750.000,00
20 [Kab. Ciamis 450.000,00 175.000,00 125.000,00[ 750.000,00
21 [Kota Banjar 450.000,00 175.000,00, 125.000,00 750.000,00
22 [Kota Cirebon 450.000,00 210.000,00, 140.000,00/ 800.000,00
23 [Kab. Cirebon 450.000,00 210.000,00, 140.000,00/ 800.000,00
24 Kab. Kuningan 500.000,00 175.000,00] 125.000,00 800.000,00
25 Kab. Indramayu 500.000,00 175.000,00] 125.000,00 800.000,00
26 [Kab. Pangandaran | 500.000,00 175.000,00] 125.000,00 800.000,00
ke luar Provinsi Jawa Barat di dalam pulau jawa,
sebagai berikut:
Alokasi Biaya (R
No| Provinsi Tujuan . I’)I?ranspor Jumlah
Uang Saku Jang Makan Lokal (Rp)
oka.

1 2 3 4 S 6
1 [Provinsi DKI 600.000,00 250.000,00 150.000,00 1.000.000,00

Jakarta
2 [Provinsi Banten |650.000,00 275.000,00 175.000,001.100.000,00
3 [Provinsi DI Yogya | 720.000,00 300.000,00 180.000,001.200.000,00
4 [Provinsi Jawa 720.000,00 300.000,00 180.000,001.200.000,00

Tengah
S [Provinsi Jawa 780.000,00 325.000,00 195.000,001.300.000,00

Timur
ke luar Provinsi Jawa Barat di luar pulau jawa,
sebagai berikut:

Alokasi Biaya (Rp)
Uang Saku | Uang Makan [Transpor Lokal Jumlah (Rp)
900.000,00 375.000,00 225.000,00 1.500.000,00

d. ke luar
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ke luar negeri, sebagai berikut:

1) Pimpinan DPRD paling tinggi $ 110 US per
orang per hari;
2) Anggota DPRD paling tinggi $ 100 US per
orang per hari.

Pasal 14

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
a sampai dengan huruf c paling tinggi Rp 200.000

per orang.

(1) Besaran wuang

Pasal 15

transpor ke

daerah

tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
dengan menggunakan kendaraan darat selain
kereta api, sebagai berikut:

a. di dalam Provinsi Jawa Barat:

No Kabupaten/Kota Tujuan Jumlah (Rp)

1 2 3

1 Kab. Cianjur 175.000,00
2 Kab. Sukabumi 175.000,00
3 Kota Bandung 350.000,00
4 | Kab. Bandung 350.000,00
5 | Kab. Bandung Barat 350.000,00
6 | Kota Cimahi 350.000,00
7 Kota Bogor 350.000,00
8 | Kab. Bogor 350.000,00
9 | Kota Depok 350.000,00
10 | Kab. Purwakarta 450.000,00
11 | Kab. Sumedang 450.000,00

12. Kab. Subang ......
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1 2 3

12 | Kab. Subang 450.000,00
13 | Kota Bekasi 600.000,00
14 | Kab. Bekasi 600.000,00
15 | Kab. Garut 600.000,00
16 | Kab. Karawang 600.000,00
17 | Kab. Majalengka 600.000,00
18 | Kota Tasikmalaya 600.000,00
19 | Kab. Tasikmalaya 600.000,00
20 | Kab. Ciamis 700.000,00
21 | Kota Banjar '700.000,00
22 | Kota Cirebon 700.000,00
23 | Kab. Cirebon 700.000,00
24 | Kab. Kuningan 700.000,00
25 | Kab. Indramayu 700.000,00
26 | Kab. Pangandaran 700.000,00

b. di luar Provinsi Jawa Barat:

No Kabupaten/Kota Tujuan Jumlah (Rp)
1 Provinsi DKI. Jakarta 500.000,00
2 Provinsi Banten 650.000,00
3 | Provinsi DI Jogjakarta 1.000.000,00
4 | Provinsi Jawa Tengah 1.000.000,00
5 Provinsi Jawa Timur 1.250.000,00
6 Provinsi di luar Pulau Jawa 1.500.000,00

Pimpinan dan Anggota DPRD yang

melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah
tidak diberikan biaya bahan bakar minyak.

Perjalanan dinas ke luar Daerah di dalam negeri
yang dilaksanakan oleh Pimpinan atau Anggota
DPRD dengan jumlah 2 (dua) orang atau lebih

yang menggunakan kendaraan dinas
operasional, kepada Pimpinan atau Anggota
DPRD  tersebut hanya  diberikan  biaya

transportasi kepada pimpinan rombongan.

(4) Transpor ......
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Transpor perjalanan dinas yang menggunakan alat
transportasi kereta api, kapal laut, atau pesawat
udara dibayarkan sebagai berikut:

a. kereta api sesuai harga tiket kelas eksekutif;

b. kapal laut sesuai harga tiket kelas I B; dan

c. pesawat udara sesuai harga tiket kelas
ekonomi.

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan
perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari diberikan
biaya penginapan paling tinggi Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah) per orang per malam.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap di hotel atau di tempat menginap
lainnya.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD tidak
menggunakan biaya penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 17

Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

Perjalanan dinas dalam rangka studi banding
dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 18 ......
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Pasal 18

Perjalanan dinas pada sabtu, minggu, atau hari libur
dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

dibuktikan dengan surat undangan dari lembaga
dan/atau instansi terkait atau penerimaan dari
perangkat daerah di daerah tujuan;

mendapat surat tugas dari Ketua DPRD;
memberikan laporan hasil kegiatan setelah selesai
pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis; dan
berdasarkan kesepakatan tertulis dari alat
kelengkapan DPRD terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kemampuan
Sumber Daya Manusia dan Pofesionalisme

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan
biaya untuk meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia dan profesionalisme.

Kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya
manusia dan  profesionalisme  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. seminar; dan
b. pendidikan dan latihan, bimbingan teknis,
workshop, dan kegiatan sejenisnya.

Dukungan biaya bagi kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hanya meliputi uang saku
dan biaya transpor yang besarannya disesuaikan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf ¢ dan Pasal
15 ayat (1) dengan jangka waktu pelaksanaan
paling lama 4 (empat) hari.
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Besarnya  kontribusi kepada  penyelenggara
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan satuan standar biaya atau unit cost
yang ditentukan oleh penyelenggara.

Bagian Keempat
Reses
Pasal 20

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan
kegiatan reses diberikan bantuan biaya yang
dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran
Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD sesuai
dengan kebutuhan, yang meliputi:

a. konsumsi:

1) snack;

2) makan.

cetakan, penggandaan, dan dokumentasi;
sewa tempat;

sewa meja dan kursi;

sewa tenda; dan

sewa sound system.

mo R o

Besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan anggaran yang
tersedia dalam APBD.

BAB IV
TENAGA AHLI ATAU KELOMPOK PAKAR
Pasal 21
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
DPRD dapat dibantu oleh tenaga ahli fraksi yang
ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan

usulan dari fraksi di DPRD.
(2) Selain ......
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(2) Selain dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dapat
dibantu oleh kelompok pakar termasuk tim ahli
atau nara sumber.

(3) Tenaga ahli dan kelompok pakar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan
insentif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tenaga ahli di fraksi paling tinggi Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per
bulan;

b. kelompok pakar termasuk tim ahli atau nara
sumber  paling tinggi Rp 3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) per orang per kegiatan.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan
Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun
2014 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan
Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 30),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 .......
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Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 1 Februari 2017
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 2



